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ABSTRAK 

Menjamin kemasan  olahan pangan benar dan tepat, maka izin edar produk olahan pangan  kemasan 

sangat penting untuk melindungi konsumen dan mencegah terjadinya tindak pidana terhadap pelaku usaha 

yang melakukan pelanggaran dalam  usaha pangan. Untuk mendapatkan kualitas produk olahan pangan 

yang memiliki izin edar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pada kasus yang terjadi pada 

tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap olahan pangan baik dalam negeri 

maupun impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah 

penerapan pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja   tidak memiliki izin edar terhadap setiap olahan 

pangan baik dalam negeri maupun impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada perkara 

Nomor 1167/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Brt ? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana 

dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap olahan pangan baik dalam negeri maupun impor 

untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada perkara Nomor 1167/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Brt ? Jenis 

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang mengkaji  putusan pengadilan, teknik 

pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen, Sumber data adalah data sekunder yang terdiri dari 

bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deksriptif 

dalam bentuk skripsi. Simpulan penelitian (1) penerapan pidana terhadap pelaku tidak sesuai dengan 

Pasal 142 jo pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pelaku hanya 

dijatuhkan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (2) Pertimbangan Hakim 

menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar setiap olahan 

pangan adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. 
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